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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Delineasi Bagian Hulu DAS Kelep 

Hulu DAS Kelep memiliki luas 124.83 km2, dengan karakteristik 

sebagai berikut. 

a. Ketinggian 20-714 meter dengan kelerengan 0% sampai lebih dari 

40% atau datar sampai sangat curam; 

b. Adanya kawasan hutan seperti Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, 

dan Hutan Produksi Terbatas; dan 

c. Geomorfologi meliputi dataran rendah, dataran rendah bergelombang, 

dataran rendah curam, dataran rendah terjal, landai, bergelombang, 

dataran tinggi, berbukit curam, dan berbukit terjal. 

2. Kemampuan Infiltrasi Alami Dan Kondisi Resapan Air Bagian Hulu DAS 

Kelep 

a. Kemampuan infiltrasi alami bagian Hulu DAS Kelep yaitu Besar, 

Sedang dan Kecil. Kemampuan infiltrasi alami besar memiliki luas 

55.50 km2, sedang 67.82 km2, dan kecil dengan luas 1.10 km2. 

Infiltrasi alami sedang memiliki luas tertinggi, sedangkan kemampuan 

infiltrasi alami kecil memiliki luas terendah 

b. Kemampuan infiltrasi aktual yang diperoleh yaitu 5 kelasifikasi. 

Kelasifikasi tersebut meliputi infiltrasi aktual besar dengan luas 27.04 

km2, agak besar 26.85 km2, sedang 8.04 km2, agak kecil 53.96 km2, 

dan kecil 8.01 km2. Kemampuan infiltrasi aktual agak kecil memiliki 

luas tertinggi yaitu 53,96 km2, sedangkan kemampuan infiltrasi aktual 

kecil memiliki luas terendah yaitu 8.01 km2 

c. Kondisi resapan air di bagian Hulu masih tergolong baik. Dikarenakan 

luas kondisi resapan air tertinggi yaitu dengan kelasifikasi baik, yang 

memiliki luas 48,54 km2. Kemudian disusul dengan kondisi agak 
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kritis yang memiliki luas 36,19 km2, mulai kritis 24,89 km2, normal 

alami 10,48 km2, dan kritis 4,38 km2. 

3. Kesesuaian arahan pemanfaatan ruang pada kondisi resapan air bagian 

hulu DAS Kelep dalam mencegah bencana banjir 

a. Kesesuaian lahan pada kondisi resapan terbagi menjadi 2 yaitu sesuai 

dan tidak sesuai. Luas lahan sesuai lebih tinggi dengan luas 71,417 km2, 

sedangkan luas lahan tidak sesuai yaitu 53,413 km2.  

b. Kesesuaian arahan pemanfaatan ruang terbagi menjadi 2 yaitu kawasan 

lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebelum dilakukan 

penyesuaian yaitu 25,242 km2 atau 14,44%. Kemudian, setelah 

dilakukan penyesuaian arahan pemanfaatan ruang, luasnya bertambah 

menjadi 59,991 km2 atau 34,23%. Adanya lahan tidak produktif seperti 

semak belukar, serta alih fungsi lahan hutan ke pertanian, perkebunan 

dan permukiman di kelerengan 0%-40%, menjadi penyebab 

berkurangnya kawasan lindung. Selain itu, terdapat juga hutan gundul, 

lahan permukiman, perkebunan dan pertanian, serta semak belukar di 

kelerengan >40%. Pada kelerengan >40%, seharusnya dimanfaatkan 

sebagai lahan hutan, untuk meminimalisir erosi dan sebagai 

perlindungan bagi kawasan bawahannya. Semak belukar, sebagian besar 

diarahkan pemanfaatannya menjadi hutan lindung. Tujuannya untuk 

memenuhi ketersediaan kawasan lindung yaitu minimal seluas 52,58 

km2 

5.2 Saran 

1. Dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan pemanfaatan 

ruang yang sesuai, pada bagian Hulu DAS Kelep dalam mencegah bencana 

banjir. 

2. Dapat dijadikan referensi bagi peneltian selanjutnya yang sejenis, di 

bagian Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). 

3. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis dalam menentukan 

kemampuan infiltrasi di bagian Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) 
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